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PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
juncto Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4288);

4. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomeor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5248);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerlntah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran S

- . Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik
‘ “Indonesm Nomor 5421) \ o :

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi’ Manus1a Nomor 10 :
- Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 5
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

© Bantuan Hukum;

Dengan Persetu_]uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS :
- :dan S -
"BUPATIBENGKAUS:""

- . EOR MEMUTUSKAN : s
o Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
S  BABI  }E[“',,,
,mmENHMNUMUM;,,_i'
= , | B Pasal 1 o e :
o Dalam Peraturan Dacrah i 1n1 yang d1maksud dengan |

o 1 Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

2 Pemerintah Daerah ‘adalah Bupatl dan Perangkat Daerah‘f
~'sebagai = unsur penyelenggara , Pemermtah ; Ka.bupatcn‘f‘

Bengkahs
3. Bupatl adalah Bupatl Bengkahs

| 4. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ‘
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatdn dan Belanja ,
- Daerah Kabupatcn Bengkalis. - B

5. "Fas111tas1 ‘Bantuan Hukum adalah dukungan dana bantuan
hukum yang disediakan oleh Pemermtah Daerah

6. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang dlberlkan oleh ;

- Pemberi Bantuan Hukum secara cuma cuma kepada Penerlma '

’ Bantuan Hukum.

7. Jasa hukum adalah Jasa yang dlberlkan oleh Pemberl Bantuan
Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan
manjalankan  kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan

. melakukan tlndakan hukum laln untuk kepentlngan hukurn
klien. -~ *

8. Pcmberl Bantuan ‘Hukum adalah lembaga bantuan hukum .
yang - telah d1ver1f1kasa berdasarkan Peraturan Perundang—- '
undangan. : ’

9. Pemohon Bantudn Hukum adalah warga mlskm Kabupatery .
Bengkalis yang lemah dan tidak mampu ‘dalam menghadapi -
'pcrmasalahan hukum baik - dalarn perkara plddna pcrddtakl‘
dan/atau tata usaha negara : o . 3



10. \Penerlma Bantuan Hukurn adalah orang atau kelompok orang :

. miskin yang ada di Daerah

‘l.l.l’vKode Etik Advokat adalah kodc ctlk yang dltetapkan oleh :

f organlsas1 profes1 advokat yang berlaku bagi Advokat.

12. Litigasi adalah proses ‘penanganan  ‘Perkara hukum yang -

dllakukan melalu1 Jalur pengadﬂan untuk menyelesaikannya.

13. ‘Nonhtlga51 adalah proscs penanganan -Perkara hukum yang '
, d1]akukanrd1 luar Jalur pengadllan_‘untuk_y menyelesaikannya.

| BAB m
RUANG LINGKUP

. Pasal 2

‘ (1)Bantuan Hukum d1ber1kan oleh Pemben Bantuan Hukum
kepada Penerima Bantuan Hukum yang men_ghadap1

pcrmasalahan hukum..

\ (2)Bantuan Hukum sebagalmana dlmaksud ‘pada ayat (1) ba1k -

Lluga%l maupun Nonhtlgas1 yang mehputl
a. masalah ‘hukum keperdataan o
b masalah hukum pldana dan / atau

“c. masalah hukum tata usaha Negara

(3) T1ndakan Pemberi Bantuan Hukurn scbagalmana dlmaksud,‘ o

- fpada ayat (1) yang mehputl b
'f‘a rnenerlma dan menJalankan kuasa
b mendamp1ng1 S '
.. 'mewaklh

c
d membela dan/ atau
e

. melakukan tlndakan hukurn la‘ini‘ vuntuk" kepentingan

T penenma Bantuan Hukum

= BAB I e
PENYELENGGARAAN DAN FASILITA&I

Baglan Kesatu :
Pcnyclcnggaraan

Pasa13 S

k(l)Bantuan Hukum d1selenggarakan . untuk membantu 5
penyelesalan permasalahan hukum yang d1hadap1 Penerlma
’ Bantuan Hukum S S : |

(2) Pemberlan Bantuan Hukurn kepada Pencrlma Bantuan Hukurn
diselenggarakan oleh Bupan dan dilaksanakan oleh Pemberi

- Bantuan - Hukum' yang mcmenuhl kctcntuan pcraturan
‘ pcrundang undangan : : o

Pasa14 s

(1) Dalam pcnyelcngg,araan Bantuan Hukum Bupat1 menjaﬁn

kerJa sama dengan Lembaga Bantuan Hukurn yang mcmenuhl,:_’_;

Ketentuan Perundang Undangan




(2) Kerja%ama %ebagalmana d1maksud pada ayat (1) berlaku un’tu‘k

paling ldma 1 (satu) tahun.

>(3) Apabila pcrkara tlddk selcsal ddlam Jangka waktu 1 (saﬁj)
tahun sebagalmana dimaksud pada ayat (2), penyclenggaraan - -
dan penganggaraan Bantuan Hukum dapat dllaksanakan

dalam tahun anggaran berlkutnya

;(4) Ketentuan leb1h lan_]ut mengenai Tata cara dan syarat- syarat i
- teknis ker_]asama ‘sebagaimana dlmaksud ‘pada ayat (2) dlatur
‘dengan Peraturan Bupatl : :

Pasa15 o

| Bupatl mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yangyfﬂii_‘fi‘ .
memenuhi  ketentuan Pcrundang undangan dalam melakukan[ Pl

Bantuan Hukum d1 Dacrah

":Bagian Kedua |
‘ Fasilitasi

Pasal 6

(1) Fas111tas1 Bantuan Hukum d1selenggarakan oleh Satuan Kerja"‘_f f
‘ 'Perangkat Daerah/Unlt Kerja bldang hukum sesual dengan )

- - Peraturan Perundang undangan

‘ (’2) Satuan Kerja Perangkat Daerah/! Umt Kerja sebagalmana yang :
' dlmaksud pada ayat (1) bertugas: ' o .

a. }menyusun dan menetapkan kebljakan pcnyelenggaraan‘
‘Bantuan Hukum; . ‘ _

b, menyusun dan mcnetapkan Standar Bantuan Hukum‘k’
: ~“berdasarkan asas-asas pembcrlan Bantuan Hukum;

el menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum

d‘.:'_rnengclola anggaran Bantuan Hukum secara cfckt1f cﬁswn 3
: 'transparan dan-akuntabel; dan ‘ g

e. menyusun ddn menyampalkan laporan penyelenggaraan 1 l |
Bantuan Hukum kepada Bupatl pada setlap akhir tahun_ -
_anggaran.-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Satuan Kerja Perangkat
 Daerah/Unit Kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupatl ‘ ~ e

Pasal 7

(l)jUntuk mclaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam

' Pasal 6 ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja
bidang hukum tersebut berwenang ' s

a. mclakukan , pcnehtlan “dan : pemerlksaan . tcrhadap}
pcrmohonan fasilitasi Bantuan Hukum yang diajukan oleh :
Pcmbcn Bantuan Hukum , ’

b mengawa31 dan memast1kan penyelenggaraan Bantuan
Hukum dan pemberlan Bantuan Hukum dijalankan sesuai
‘asas dan tu_]uan yang dltetapkan dalam Peraturan Daerah

ind. e



(2) Ketentuan lebih- lanJut mengenal tata cara penehtlan dan

pemeriksaan ‘sebagaimana dimaksud - pada ayat - (1) huruf a

dlatur dengan Peraturan Bupat1 |

' 'BAB IV | -
SYARAT TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8 .

Untuk mempcrolch Bantuan Hukum Pemohon Bantuan Hukum
harus ‘memenubhi syarat: -

a. mengajukan pcrmohonan sccara tcrtuhs yang berisi - pahng’: ‘
sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat
B mcngcnai pokOk persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

b. mcnyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara

c. -melampirkan surat keterangan miskin dar1 Lurah, Kepala Desa, -
- atau pejabat yang setmgkat d1 ternpat tlnggal Pemohon
Bantuan Hukum; ~ R : . _ o

d. dalam hal pemohon Bantuan Hukum t1dak marnpu menyusun‘ FRr e
permohonan secara tertulis, ‘permohonan - dapat diajukan = -~
secara lisan, dan- Pemberi Bantuan Hukum menuangkannyav'v e n

ddlam bcntuk tertuhs dan

Ce. permohonan ~ scbagalmana dlmaksud pada huruf (d)?‘v"?_‘
'dltdndatangam atau dlcap Jcmpol olch Pemohon Bantuan‘ S

; ‘;‘«Hukum C

Pasa19 ‘ o

(1) Pcmohon Bantuan I—Iukum mcngajukan permohonan Bantuan

Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum

(2) Pemberi Bantuan Hukurn dalam Jangka waktu palmg lama 3" o

(tiga) hari kerJa setelah permohonan Bantuan Hukum
d1nyatakan lengkap harus memberikan Jawaban ‘menerima
~atau menolak permohonan Bantuan Hukum RIRERE

(3) Dalam hal pcrmohonan Bantuan ' Hukum dlterlma Pembcr1: :

Bantuan Hukurn memberikan . Bantuan ‘Hukum berddsarkan o

, surat kuasa khusus ddr1 Penerlma Bantuan Hukum. .
(4) Dalam hal pcrmohonan Bantuan Hukum d1toldk Pemberi
Bantuan Hukum mencantumkan alasan pcnolakan

Pasal 10

Pemberian Bantuan = Hukum  oleh Pemberi Bantuan . Hukum '
kcpada ‘Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga - masalah
hukumnya selesai. dan /atau  perkaranya telah mempunyai
kekuatan hukum tetap selama -Penerima Bantuan Hukum ;
‘ ersebut tldak mencabut surat kuasa khusus *

Pasal 1 1

- (1) Pembcr1an Bantuan Hukum dllaksanakan oleh Pcmberl“
Bantuan Hukum yang memenuhl syarat ' oo
a. bcrbadan hukum; ’

‘b tcrakrcdltasl,



-C. memlhkl kantor atau sekrctanat yang tetap, :

: ‘d mem1hk1 pengurus dan

S e. | mem111k1 program Bantuan Hukum

0 e

Pasal 12 .

Pembcrlan Bantuan Hukum secara. Litigasi dilakukan oleh
“Advokat. yang berstatus sebagal pengurus Pemberi Bantuan

Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan FEne

. Hukum ‘

@

Dalam hal Jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah
‘Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya
jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pembcn Bantuan Hukum

dapat mcrekrut paralcgal dosen dan mahasiswa fakultas

: hukum

(3)

(4).

(1)

dimaksud pada ayat (1), tidak - menghapuskan kewajiban
Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara
cuma-cuma sesuai dengan ketentuan Pcraturan Pcrundang-
undangan '

Pemberian Bantuan Hukurn secara L1t1gas1 dilakukan dengan
cara:

a. pendampmgan dan/ atau menjalankan kuasa yang d1mu1a1 .
- dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; dan

'b.:‘-pendampmgan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses '
“ pemer1ksaan di pers1dangan atau

c pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa- terhadap
- Penerima Bantuan Hukum d1 P(,ngadllan Tata Ubaha ,
‘ Ncgara '

Pasal 13

Pcmbcrlan Bantuan Hukum secara" ‘Nonlitigasi meliputi .

keglatan

-a. penyuluhan hukum

‘ Jb. _konsultas1 hukum, |

@

c. investigasi = perkara, baik secara elektronik maupun
nonelektronik; : ) ‘ : E

d. penelitian hukum;

e mediasi"

d
e.
L. negosiasi; |
g. pcmbcrdaYaan rnasyarakat
h

pcndampmgan di luar pcngadllan dan / atau

r—l-'
r

'Pcnyusunan dokumen hukum.

'Kctcntuan lebih 1anJut mcng,ena1 Tata cara Pc,mberlan Bantuan . B
"Hukum scbagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan SRt

, -Peraturan Bupat1

Pemberian Bantuan Hukurn oleh Advokat secbagaimana -




(1)

(3)

(1)

‘ Pasal 14

Untuk memperoleh Bantuan Hukum pemohon mengajukanv

. permohonan secara tertulis kepada Pemben Bantuan Hukum - :

yang sekurang-kurangnya berisi:.

a. 1dent1tas Pemohon Bantuan Hukum dan

‘b. uraian singkat mengenal pokok persoalan yang dlmlntakan b

- Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum dapat dlajukan secara lisan dan

dirumuskan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

'Perrnohonan sebagaimana - dlmaksud ayat (1) harus dengan

mclamp1rkdn persyaratan

a. fotokopi 1dcnt1tas d1r1 yang sah dan rnamh berlaku serta telah

- dilegalisir;

b. surat ketcrangan m1sk1n darl Lurah Kepala Desa atau

 pejabat yang setmgkat di tempat tmggal pemohon bantuan - ks

hukum; dan

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara '

Pasal 15 e

Untuk memperoleh anggaran Bantuan Hukum dari Pemermtah *
fDaerdh Pemberi Bantuan Hukum ' meng,ajukan permohonan-

 fasilitasi bantuan hukum secara tertulis kepada Bupati melalui

f_Satuan Kerja Perangkat Daerah /Un1t Kcrjd bldang hukum.

Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltuangkan‘ ZIN
dalam ' bentuk proposal yang dllamplrl permohonan dari - .0

penerlma Bdntuan Hukum '

| BAB \'a
HAK DAN KEWAJIBAN

v Pasal 16

Pcnerlma Bantuan ‘Hukum dan Pemberl Bantuan Hukurn‘
mempunyai hak dan kewajlban dalarn penyelenggaraan Bantuanf

"Hukum.

Pasal 17 -

' Penerlma Bantuan Hukum berhak

a.

mendapatkan Bantuan ° Hukum hlngga masalah hukumnya
sclesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kckuatan hukum
tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan»

tidak mencabut surat kuasa;

mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma ~

c. ‘mendapatkan Bantuan Hukum sesual dengan Standar Bantuan
. Hukum dan /atau Kode Etlk Advokat dan

mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaltan dengan
pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan -

mendapatkan layanan yang sesua1 dengan pr1ns1p pr1ns1p7
pelayandn pubhk ‘ S :



o Pasal 18 ‘

Pencr1ma Bantuan Hukum Wa_]lb

a. menyampa1kan informasi yang benar dan buktl bukt1 yang sah
tentang pcrmasalahan hukum yang. sedang dlhadaplnya dan

b membantu kelancaran pemberlan Bantuan Hukum '

Pasal 19

Pemberl Bantuan Hukum berhak

a.
o maha31swa fakultas hukum;

b.

‘melakukan rekrutmen terhadap advokat paralegal dosen dan R

melakukan pelayanan Bantuan Hukum

c. mcnyelenggarakan penyuluhan hukurn konsulta51 hukum dan -

- program Kkegiatan lain yang berkaltan dengan penyelenggaraan

Bantuan Hukum;

menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan ‘

: Hukum bcrdasarankan Undang Undang ini;

mengeluarkan pendapat atau pernyataan , dalam membela"

_‘perkara yang  menjadi tanggung jawabnya didalam sidang
pengadﬂan ‘sesuai dengan ketentudn peraturan pemndang—'
' ~undangan e : Sl ‘ :

mendapatkan 1nforma31 dan data laln dar1 pemerlntah ataupun 5
-__1nstans1 lain, untuk. kepcntmgan pembelaan perkara dan - ‘

»mendapatkan Jamlnan perhndungan hukum keamanan danax.ﬁv b
= keselamatan selama menjalankan pemberlan Bantuan Hukum

Pasal 20

Pcmberl Bantuan Hukum Wajlb

a.

b

merahasiakan segala 1nforma51 kcterangan dan data Yang R

diperolehnya -dari Pecnerima =~ Bantuan Hukum kccuah.
ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan

;mclayam Pcnerlma Bantuan Hukum sesucu dengan pr1n31p—»
_ prinsip pclayanan publik; : » .

mclaporkan perkcrnbangan tugasnya kepada Bupat1 pada

- akhir tahun anggaran mehputl

1». perkembangan penaganan pebrkara

2. penolakan - permohonan \dlsertai Idengan. ~ alasan
- penolakan; dan e SR -

3. ‘penggunaan anggaran

mcmbcrlkan perlakuan yang sama kepada penerlma Bantuan
Hukum, -tanpa menbedakan jenis = kelamin,  agama,
kepercayaan suku dan peker_]aan serta latar belakang politik

»penerlma Bantuan Hukum' dcm bers1kap mdepcnden



" BABVI
PENDANAAN-f 
Pasal21
() Pemermtah Daerah mengaloka31kan anggaran penyelenggaraan‘ ~  B
Bantuan Hukum dalam APBD sesuai kemampuan Daerah. o

(2) Anggaran pcnyelenggaraan Bantuan Hukum sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Satuan:
Kcrja Perangkat Daerah/Unit Ker_]a bldang hukum.

(3) Selain. pendanaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) surnber‘

pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:
a. h1bah atau sumbangan dan / atau

b. sumber pcndanaan lain yang sah dan tldak mcnglkat
Pasal 22

(1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum mehputl tahapan:
a. pengajuan permohonan; '
b persetujuan permohonan dan

c. pencairan anggaran penanganan' ‘perkara dan/atau
keglatan

“(2) Ketentuan lebih lanjut ‘mengenai tata cara pelaksanaan
penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Blaya bantuan hukum dlberlkan untuk kegiatan litigasi dan .
~non htlga51 : :

(2) Besaran biaya bantuan hukum sebagaimana dlmaksud pada
‘ ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Bupat1

S | BAB VI
PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 24

(1) Pcmbcrl Bantuan Hukum mcnyampalkan laporan pengelolaan
anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati meclalui

‘Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unlt Kcr_]a bldang hukum secara -

trlwulanan semesteran, dan tahunan

- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan ‘Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggung]awaban L

keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaanf
Bantuan Hukum : FEISEERE




10

(3) Laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terd1r1 atas:

@

3)

(2)

- a.laporan reahsa31 anggaran Bantuan Hukum
b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;

- ¢. laporan. kmerja pelaksanaan Bantuan Hukum dan

d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan
I—Iukum :

Pasal 25

Penyusunan Japoran - pengelolaan anggaran program Bantuan

“Hukum. dengan menggunakan pembukuan akuntanm pahng

sedlklt

~.a.jurnal;

b buku besar dan

c. buku pengawasan kredlt anggaran

"Laporan sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) dlhasﬂkan dari *

sistem pelaporan pengelolaan -anggaran dan kinerja Bantuan
Hukum yang dlkeluarkan dan dikelola oleh Bupat1

Dalam ‘hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kmer_]a
Bantuan Hukum sebagalmana dimaksud pada ayat (2) belum
tersedia, ~ Pemberi . Bantuan ~ Hukum = menyusun . dan

‘menyampaikan 1aporan pengelolaan anggaran program Bantuan
" Hukum secara manual kepada Satuan Kerja Perangkat‘ '
3 ;Daerah/Umt KerJa bldang hukum i ‘

Pasal 26

"Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unlt Kerja yang memb1dang1

bidang hukum - memerlksa 1aporan pengelolaan ‘anggaran

- program Bantuan Hukum

Hasil pemerrksaan laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) |
- disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10
_“(sepuluh) har1 kerja terhltung seJak tanggal d1ter1manya laporan

BABVII
LARANGAN

Pasal 27

Pember1 Bantuan Hukum dilarang menerlma dan/atau memlnta
- pembayaran dari- Penerima Bantuan Hukum dan/atau plhak lain
yang terkalt dengan perkara yang sedang d1tangan1 '

, BAB IX ,
KETENTUAN PIDANA
: Pasal 28 -

(1 )Apablla_ pemberl Bantuan “Hukum terbukti = melanggar
‘ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diancam
pidana kurungan paling lama 6 “(enam) bulan atau denda
‘paling banyak Rp. 50.000.000;- (hma puluh Juta rupiah).
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(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati secbagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2015
Pj. BUPATI BENGKALIS,

Po—

—= . —

2
H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis

Pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

RHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,PROVINSI RIAU
(9.8%3.C/2015) .




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
'NOMOR 8 TAHUN 2015.
' TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

~ Frase “Negara Indonesia adalah negara ‘hukVum”‘yang fermnat dalam Pasal 1

o negara tersebut, sehingga dengan dlbentuknya Peraturan ‘Daerah’ tentang'-w‘?

ayat (3) Undang—U‘ndang Dasar Negara Re‘publikbgln_donesia Tahun 1945,

mengandung konsekwensi bahwa negara mengakui dan mélindungi hak

asasi manusia bag1 setlap ‘individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

~Penyclenggaraan ~pemberian’ Bantuan Hukum kepada warga = negara,

khususnya warga miskin, merupakan salah satu ‘upaya dalam rangka

memenuhi dan sekaligus sebagai 1mplementa31 ‘negara hukum tersebut

serta menjamin hak asasi warga rnegara akan kebutuhan akses terhadap

keadilan (access to _]ustlce) dan kesamaan d1 hadapan hukum (equalzty
* before the law). Lo : ; , , AT e
Hingga saat ini, d1 Kabupaten Bengkahs belum ada Peraturan Daerah‘ B

yang secara khusus men_]amm terlaksananya hak konstltuswnal warga

Bantuan Hukum Untuk Warga MlSkln ini akan rnenJadl dasar bagl“‘;"

Pemcrlntah Daerah untuk membantu mereahsasﬂ(an hak konstltusmnal-
~ warga negara di bldang bantuan hukum khusu%nya bagl orang atau;f‘

kelompok orang mlskln

Sclama 'ini, pemberian bantuan hukum yang dllakukan belum banyakf s

menyentuh orang atau. kelompok orang mlskm “schingga mercka kesulitan "
untuk mengakscs keadilan karena terhambat oleh ketldakmampuan sosial

—~ finansial mereka untuk mequudkan hak- hak konstltusmnal tersebut. : j: f S

Pengaturan mengenal pemberlan bantuan hukum untuk warga miskin -

- dalam peraturan daerah  ini erupakan Jamlnan ‘ terhadap hak-hak - '
- konstitusional orang atau kelompok orang rruskln yang berada Kabupaten Coe

Bengkahs : : : L
Materi pokok: yang diatur dalam peraturan daerah ini pada dasarnya. E
lebih ditekankan pada- penmptaan payung hukum bag1 Pemerintah Daerah
untuk mcngalokas1kan APBD bagi mendukung upaya pemenuhan hak
konstitusional ~warga miskin, khususnya di  Kabupaten- Bengkalis.

7 Pembentukan Peraturan Daerah ini juga dalam rangka mcmenuh1 harapan

0L

untuk - sccara tanggung renteng memb1aya1 kewajiban negara ‘terhadap -

kelompok warga miskin sebagalmana yvang diamanatkan dalam pasal 19
Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang BantuanHukum V

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 _
Cukup jelas.

Pasal 2 '
Cukup jelas

' Pasal 3

Cukup’jélas SR
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Pasal 4
Ayat (1) e
. Cukup«jel‘asv
Ayat (2) e » :
Waktu 1 (satu) tahun dlpergunakan untuk melakukan evaluas1 bagl
kcmungklnan perpanjangan kerja sama. Perpan_]angan dapat tak
terbatas tetapi: dllakukan setlap tahun :
Ayat(S) 5 : N B .
o ‘Cukup Jelas o
Pasals T
" Cukupjelas .
“Pasal6
Cukupjelas: . o
Pasal7 . o
Cukupjelas -~ ¢
Pasal 8 =
. Cukup jelas . -
- Pasal 9 R
Cukup jelas -
Pasal 10 e
Cukup jelas -
Pasal 11 . U R B e
. Cukupjelas = ¢ o
Pasal 12 sk
Cuku’p_jelasz; el
Pasal 13
’Cukup jelas
“Pasal14 oo
- Cukup Jela% RO L
 Pasal 15 Sy
Cukup jelas

- Pasal 16

Cukup jelas o
Pasal 17 :
Huruf a . : - »
~ Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukurn yang sedang ‘
dihadapi penerlma bantuan hukum terselesalkan ' -
Huruf b e e :
- Cukup _]Cldb
~Hurufc S
Cukup Jelas
Hurufd e
Cukup Jelas e
Pasal 18 . oo
Cukup jelas S
Pasal 19 , e
Hurufa = . : .
Bantuan pendanaan dlmaksud hanya berasal dar1 Pemermtah
Kabupaten Bengkahs ' ' ‘ -




Huruf b , iy
Cukup _]elas e
Hurufc. ‘
Cukup Jelas
Huruf d . . ;
' Agar ter_]amm perhndungan kepada pemben bantuan hukum.
Pasal 20 ‘
Ayat 1
Huruf a
- Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jclas
Huruf c , : : e :
~ Agar Bupati dapat memantau dan menglkutl perkembangan tugas
pemberian bantuan hukum S :
Ayat 2 - : ‘
Cukup jelas =
Pasal 21 R
Cukup jelas . -
Pasal 22 ’ i
Cukup Jelas‘:‘f'f i
Pasal 23 - e
Cukup Jelas -
Pasal 24 -
Cukup jelas
Pasal 25 o
Cukup Jjelas
Pasal 26 TR
' CukupJelas FRIEIn e e
‘Pasal 27 e i
Cukuchlas T
Pasal 28
- Cukup jelas
Pasal 29 . »
Cukup jelas "
Pasal 30 . ,
Cukup Jelas Pl

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015
NOMOR [ | ;




